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BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  

NOMOR  6  TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, 

kepastian berusaha, pengembangan berusaha, kemitraan, peluang 
usaha serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang 
menjalankan usahanya secara jujur dan benar guna mendorong 
peningkatan investasi, diperlukan sumber informasi resmi mengenai 
identitas dan hal-hal lain berkaitan dengan dunia usaha dan 
perusahaan;  

 
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dan 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Perusahaan, Daerah berwenang memberikan izin usaha 
perdagangan; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Tanda Daftar Perusahaan; 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3214); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

 
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268); 

 
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

 
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

 
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

 
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4866); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran 

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1467); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan 

Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang 
Usaha Yang terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 
Modal; 

 
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang 

Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 
tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang 
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 
Modal; 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun 2008 Nomor 89); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  BANGKA TENGAH 
 

dan 
 

BUPATI BANGKA TENGAH 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR 

PERUSAHAAN. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.  
4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perdagangan 
atau Pejabat lain yang ditetapkan oleh Bupati.  

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik,  atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.  

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 
kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, 
berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan 
dan atau laba. 

7. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau 
bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di 
tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau 
bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan 
induknya. 

8. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak 
mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan 
dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang 
yang diberikan. 

9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan 
menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiaup 
perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang bewenang. 

10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah 
surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Bupati kepada 
perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya. 

11. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat 
data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, 
pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan 
TDP. 

12. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara 
keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh 
perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau 
sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak 
perusahaan tersebut. 
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13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan 

unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat 
berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri 
sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari 
perusahaan induknya.  

14. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk 
melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain 
yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. 

15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak 
mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan 
dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah 
ditentukan. 

16. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani 
sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang. 

17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 
perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha 
untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung 
sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan 
hukum atau suatu persekutuan. 

18.  Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan 
dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan 
diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan 
usahanya. 

 
 

BAB II 
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

 
Bagian Pertama 

Tujuan 
 

Pasal 2 
 

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang 
dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber 
informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai 
identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang 
tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian 
berusaha.  

 
Bagian Kedua 

Pendaftaran Perusahaan 
 

Pasal 3 
 

(1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), 
Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, 
dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing 
dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, 
Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan 
Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan 
usahanya di wilayah Daerah wajib didaftarkan dalam daftar 
Perusahaan melalui TDP. 

 
(2) Pendaftaran dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, 

atau kuasa perusahaan yang sah kepada Bupati atau Pejabat yang 
berwenang di tempat kedudukan perusahaan. 
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(3) Pendaftaran perusahaan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. 
 

(4) TDP diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang. 
 
 

Pasal 4 
  

(1) Dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah :  
a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan 

(PERJAN); 
b. setiap Perusahaan Mikro; atau 
c. setiap usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang 

perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata 
mencari keuntungan dan/atau laba berdasarkan ketentuan/ 
peraturan perundang-undangan. 

 
(2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, dengan kriteria sebagai berikut : 
a. Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi 

pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota 
keluarga sendiri; 

b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 

c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi 
keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya. 

 
(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, 
apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk 
kepentingan tertentu. 

 
(4) Tata cara pendaftaran, perubahan, pembatalan, penghapusan TDP 

dan pelayanan informasi Perusahaan, diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati.  

  
 

BAB III 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 5 

 
Perusahaan yang telah memperoleh TDP, wajib menyampaikan laporan 
kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang. 
 
 

BAB IV 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 6 

 
(1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga 

merugikan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan 
tertulis, pemberhentian sementara dan pencabutan TDP. 
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(2) Tata cara pemberian peringatan tertulis, pemberhentian sementara 

dan pencabutan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB V 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 7 

 
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- 
(tiga juta rupiah). 

 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 
 
 

Pasal 8 
 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penerimaan 
negara. 

 
 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 9 

 
(1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukannya 

Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa 
berlaku TDP. 

 
(2) Pendaftaran atau pembaharuan TDP setelah diberlakukannya 

Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan daerah ini. 
 

 
Pasal 10 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 2006 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 18), dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 11 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati.  
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Pasal 12 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 
12 Tahun 2006 tentang Tanda daftar Perusahaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 18), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 13 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah. 

 
Disahkan di Koba 
pada tanggal 14 Februari 2011 

  
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
    Cap/dto 

 
           ERZALDI ROSMAN 

Diundangkan di Koba 
pada tanggal  14 Februari 2011 
        
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
Cap/dto 
 
IBNU SALEH 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 126   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


